
BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 109 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 181TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN PENGHULUDAN PERANGKAT KAMPUNG DAN TUNJANGAN BAPEKAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIAK,

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan adanya kenaikan Tunjangan

Mengingat : 1.

2.

Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam), maka
Peraturan Bupati Siak Nomor 181 Tahun 2019 tentang

°

Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghulu dan Perangkat
Kampung dan Tunjangan Bapekam sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 20 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 181
Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghuludan Perangkat Kampung dan Tunjangan Bapekam perlu
ditinjau kembali;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 181
Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghulu
dan Perangkat Kampung dan Tunjangan Bapekam;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang .Nomor 53 Tahun 1999 __— tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu,
Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingidan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4880);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

4.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tetang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

8.



9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015
tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung
(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI SIAK NOMOR 181 TAHUN
2019 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN
PENGHULU DAN PERANGKAT KAMPUNG DAN
TUNJANGAN BAPEKAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 181 Tahun 2019
tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung dan
Tunjangan Bapekam (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2019 Nomor 181)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Siak Nomor 20 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 181 Tahun 2019
tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Penghulu dan Perangkat Kampung dan
Tunjangan Bapekam (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 20)
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Ketentuan pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 7
BAPEKAM mendapatkan tunjangan dari APBKampung dengan rincian
sebagai berikut:
a. Ketua sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
b. Wakil ketua sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu
rupiah);

c. Sekretaris sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
dan

d. Anggota sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
Tunjangan BAPEKAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
Selain tunjangan, Bapekam dianggarkan iuran kepesertaan BPJS
ketenagakerjaan masing-masing sebesar Rp.16.800 (enam belas ribu
delapan ratus rupiah) per orang perbulan pada APBKampung.

2. Pasal 8 dihapus.
3. Pasal 8A dihapus.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Oktober 2023

) ayy staK,()

Ay
Diundangkan di Siak Sri Indrapura
padytanggal 1% Oktober 2023

AERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 109

AN


